PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh | Nomor 12 Telp.(0265) 771063 Fax.(0265) 771312 Ciamis
e-mail : diperpuskaciamis@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR  : 900 / kpts.02/Dpk.1/2022
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa  berdasarkan Keputusan  Bupati yang
ditandatangani Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Ciamis Nomor
700/Kpts.017/Dpk.1/2022 tentang Pembentukan
Tim Reformsi Birokrasi, mengamanatkan kepada Tim
Reforasi Birokrasi untuk menyusun rencana kerja
pelaksanaan reformasi birokrasi;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana
Kerja  Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis Tahun
2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaiamana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16:

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi
Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis
Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor | Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025:

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan ~dan  Susunan  Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten
Ciamis Tahun 2014-2019;

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Menengah dan Perdagangan:;

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Road Map
Refoprmasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Ciamis Tahun 2020-
2024;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

17. Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Ciamis Nomor
700/Kpts.017/Dpk.1/2022 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN :

Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis Tahun 202,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan ditinjau apanila diperlukan

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal T Februari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS

KEPALA S
PERPUSTAKAN EARSIPAN
KABUPAT MIS

7% Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si



Menetapkan
KESATU
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17. Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Ciamis Nomor
700/Kpts.017/Dpk.1/2022 tentang Pembentukan Tim
Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN :

Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis Tahun 202,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan akan ditinjau apanila diperlukan

Ditetapkan di Ciamis .
pada tanggal T Februari 2022

an. BUPATI CIAMIS
KEPALARINAS

KEARSIPAN

CIAMIS

Drs. HDONDON RUDIANA.,M.Si
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1. Monitoring dan evaluasi Kasuba
pelaksanaan reformasi Membentuk Tim Reformasi | SK Kepala OPD tentang Terbentuknya Tim T—— cglan
birokrasi belum dilakukan Unit Kerja Tim RB UnitKerja Reformasi Birokrasi .
Kepegawaian
secara berkala
2. Agen perubahan belum
mepunjukan peran secara Pembentukan Tim Assesor SK Kepala OPD tentang Terbentuknya Tim Kasubag
aktif dalam menerapkan . : Tim Assesor PMPRB . .| Umum dan
PMPRB Unit Kerja . . Assesor PMPRB Unit Kerja .
tugas dan unit Kerja Kepegawaian
tanggungjawabnya
Mafisiaien 3. Penegakan aturan Pembentukan Agen SK Kepala OPD tentang Terbentuknya Agen Kasubag
) disiplin/kode etik pegawai | Perubahan (Agent of Agen Perubahan (Agent Perubahan (Agent of Umum dan
Perubahan dan ; : : . : : : . :
T — belum optimal dilakukan Change) Unit Kerja of Change) Unit Kerja Change) Unit Kerja Kepegawaian
Manajemen Sosialisasi/internalisasi ' v on s o i Rkasubag
Sumber Daya : . Laporan hasil sosialisasi Pelaksanaan RB kepada Umum dan
: Pelaksanaan RB Unit Kerja ,
Manusia seluruh anggota Kepegawaian
Aparatur Penyusunan Rencana Kerja | Dokumen Rencana Tersedianya Dokumen Kasub
Pelaksanaan Reformasi Kerja Pelaksanaan Renja RB Unit Kerja Umumagan
Birokrasi UnitKerja Tahun Reformasi Birokrasi Tahun 2022 yang selaras Kepecawaian
2022 Unit Kerja Tahun 2022 dengan Road Map RB peg
S i .Do.kumen ; Dokumen Rencana Aksi
Rencana Aksi Tindak Lanjut . ;
Tindak Lanjut (RATL) Kasubag
(RATL) ; Tersusunnya Rencana
. Pelaksanaan Reformasi : pat . Umum dan
PelaksanaanReformasi ) S . Aksi Tindaklanjut :
. g : Birokrasi Unit Kerja Kepegawaian
Birokrasi Unit Kerja Tahun
2022 Tahun 2022




Triwulan
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Pemantauan dan Laporan hasil Terlaksananya
: . | Kasubag
evaluasipelaksanaan pemantauan dan pemantauan dan evaluasi
- —— ; ; Umum dan
Reformasi Birokrasi Unit evaluasi pelaksanaan pelaksanaan reformasi ;
. -y : . . Kepegawaian
Kerja reformasi birokrasi birokrasi
Penilaian Mandiri Nilai total pengungkit ;l"oet;clazimy: I;I{;}cal Kasubag
Pelaksanaan Reformasi - berdasarkan Lembar hag dzsarg}?angLembar Umum dan
Birokrasi (PMPRB) Kerja Evaluasi (LKE) Kerja (LKE) Kepegawaian
Perencanaan Dokumen Proyeksi L i ; Kasubag
) : yangkompeten sesuai Umum dan
kebutuhanpegawai Kebutuhan Pegawai b s :
kebutuhan organisasi Kepegawaian
. Dokumen Terlaksananya Kasubag
Pengembangan pegawai
: . pengembangan pengembangan Umum dan
berbasis kompetensi : ; . . g
kompetensi pegawai kompetensi pegawai Kepegawaian
Penerapan Penetapan Laporan o Tersedianya Ia}porgn Kasubag
o " PengukuranKinerja Pengukuran kinerja Umum dan
Kinerja Individu =, sy s .
Individu individu Kepegawaian
Peraturan Bupati Terlaksananya penegakan
—_— I ;i Kasubag
Penegakan aturan disiplin/ | Ciamis tentang aturan aturan disiplin/kode Umum dan
kode etik/kode perilaku disiplin/ kode etik/kode telah Kepeoawaian
etik/kode prilaku diterapkan pe8
Penerapan Sistem Informasi | Sistem Informasi T.e L penerapan Kasubag
; : Sistem Informasi Umum dan
Kepegawaian Kepegawaian . 3
Kepegawaian Kepegawaian
1. Produk hukum Juriiah Pengajuanyeviss Terselenggaranya
: : - perubahan Peraturan : il Kasubag
) yangdibuat sudah tidak Harmonisasi peraturan sinkronisasi dan
Deregulasi ; ; perundang- undangan —_ Umum dan
¥ sinkron lagi dengan perundang-undangan : _ harmonisasi peraturan .
Kebijakan dan eraturan yang lebih tinggi yang tidak harmons erundang- undangan Kepegawalian
Peningkatan g yang gel dan tidak sinkron p s &

2. Reward dan punishment

bagi pelaksana layanan dan

Penetapan standar
pelayanan

Surat Keputusan
tentang standar

Tersedianya Standar
Pelayanan dan SOP

Kasubag
Umum dan
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kompensasi bagi penerima pelayanan Kepegawaian
layanan apabila layanan
tidak sesuai standar belum _ ] Kasubag
ditetapkan Pengelolaan Pengaduan Laporan hasil Tersedianya laporan Umum dan
pengelolaan pengaduan Pengelolaan pengaduan K .
epegawaian
B F evaluasn_ : Laporan hasil evaluasi Tersedianya Laporanhasil
kelembagaan yang menilai . ;
: Melakukan evaluasi penataan dan evaluasi penataan dan Kasubag
ketepatan fungsi dan Wl
il kelembagaan penguatan penguatan organisasiUnit | Perencanaan
ukuran organisasi belum oroanisasiUnit Keria Keria
dilaksanakan secara optimal 5 J )
2. Evaluasi terhadap peta
proses bisnis yang sesuai
gengu.atar? dengan efektifitas hubungan
rganisasi dan : . .
kerja antar unit organisasi Penyusunan peta proses Dokumen Peta Proses Tersusunnya Peta Proses Kasubag
Penataan Tata . - o 'u e i
untuk menghasilkan kinerja | bisnis Bisnis Bisnis Perencanaan
Laksana . .
sesuai dengan tujuan
organisasi belum optimal
dilakukan
3. Monitoring dan evaluasi Laposiniest
' . ) Penerapan Keterbukaan penerapan kebijakan Seluruh informasi publik | Kasubag
keterbukaan informasi : : ; .
: : Informasi Publik Keterbukaan Informasi dapat diakses Perencanaan
publik belum dilaksanakan ; : ;
Publik Unit Kerja
Pimpinan terlibat secara
ci)lrh;?;]i}s{::inc‘iinzgakiner'a Keterlibatan Pimpinan Dokumen Perencanaan la:ngsu;fngidgaiaat Fosiiba
Henpgpatn ingividu belumgse enuh]n a e dan Akuntabilitas pela);;anaan Dokumen Perencagnaan
Akuntabilitas . ) P Y2 | Akuntabilitas Kinerja p
Kineria dan terintegrasi Perencanaan dan
J Akuntabilitas Kinerja
fEngayAsan 2. Sosialisasi benturan Laporan Hasil
k.e stz balii Pengelolaan Akuntabilitas Peg Solian Laporan Hasil Pengelolaan | Kasubag
P & Kinerja g Akuntabilitas Kinerja Perencanaan

dilaksanakan

Akuntabilitas Kinerja
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1. Terbentuknya Tim
Koordinator yang
1. SK Tim koordinator berfungsi untuk
e unit kerja menyampaikan laporan
g‘.ls?;:ahsliﬂ WSS ESE Pengendalian Gratifikasi pengendalian gratifikasi g:i“;gain
Hlaksanakan kepada UPG &
= Laporan. 2. Tersedianya Laporan
Pengendalin Pengendalian Gratifikasi
Gratifikasi 5
1. SK Tim SPIP unitkerja L Terbe.ntuknya R
unit kerja setda
Penerapan SPIP 2 L Hasil Kasubag
p ATl Has] 2. Tersedianya Laporan | Perencanaan
Pelasandan Management Risiko
Management Risiko &
1. SK Tim Penanganan 1. Tim Penanganan Kasuba
Penanganan Pengaduan masyarakat Pengaduan masyarakat T gan
PengaduanMasyarakat Laporan Pengaduan 2. Tersedianya Laporan K .
epegawaian
Masyarakat Pengaduan Masyarakat
1. SK Tim penanganan 1', Rerbenttonya .
Whistle Blowing System Timpenanganan Whistle
_ ched Blowing System Kasubag
Whistle Blowing System 5 1T % i Umum dan
2. Laporan penanganan + DEASCOIERY S SapUtaR Kepegawaian
: . penanganan Whistle
Whistle Blowing System :
Blowing System
1. SK Tim Penanganan L: Terhentuloya Tin
Benturan Kepentingan Penavpanay Renfuyan Kasub
Penanganan benturan Kepentingan asubag
kepentingan 2. Tersedi i da
2. Laporan penanganan ot Slne. i Kepegawaian

benturan kepentingan

penanganan benturan
kepentingan




Triwulan

Area 2 ; 1 Penanggung
T e Isu Strategis Kegiatan Output ke Outcome Javealy
I v
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Pembangunan Zona

Integritas

1. SK Tim Pembangunan
Zona Integritas

2. Laporan Monev
LHKPN dan LHKASN

1. Terbentuknya Tim
Pembangunan Zona
Integritas Kasubag
2. Persentase Kepatuhan Keuangan
LHKPN dan LHKASN 100
%

Ciamis, 9 Juni 2022
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN

DAN PAN
KABUPA CIAMIS
)

Drs. H. Dondon Rudiana, M.Si
/'! Pembina Utama Muda, IV /c
NIP. 19640218 198703 1 007
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1. SK Tim Pembangunan L. Terbentuknya Tim
Zona Integritas Pembangunan Zona
Pembangunan Zona Integritas Kasubag
Integritas 2. Persentase Kepatuhan Keuangan

2. Laporan Monev
LHKPN dan LHKASN

LHKPN dan LHKASN 100
%

Ciamis, 9 Juni 2022
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN

KABU CIAMIS

Drs. H. Dondon Rudiana, M.Si

Pembina Utama Muda, IV /c
NIP. 19640218 198703 1 007




